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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
 

 

 TAHUN 2012                                                                                             NOMOR 1 

  

PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 

 

NOMOR 1 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  

TAHUN 2005-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

 

Menimbang :  bahwa    untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang - 
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025. 

    

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 

3.  Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 

Sumatera Selatan       ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347 ); 

 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4844);  
  

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi,  dan     Pemerintahan    Daerah   Kabupaten/ Kota  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera 
Selatan  Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2006 Nomor 14); 
 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu  Selatan 

Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu  Selatan Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 1);  

 

19.Peraturan  Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu  Selatan 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan Tahun 2010 Nomor 13). 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
 

dan 
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH  TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

SELATAN  TAHUN 2005-2025. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan; 
 
 

 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;  
 
 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 
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5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, 
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan 
manusia; 

 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun, 

yang merupakan  penjabaran dari visi, misi, dan program 
Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta 
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional; 

 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang 

merupakan  penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati 
terpilih setiap lima tahunan yang merupakan penjabaran dan 

tahapan RPJPD; 
 

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun; 
 

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJM Daerah untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana  kerja  
dan  pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja 

pemerintah; 
 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

 

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

(1) RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 diselenggarakan 
berdasarkan asas transparan, responsif, efisien, efektif, 
akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berwawasan 

lingkungan. 
 

(2) RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 bertujuan untuk : 
a. Terciptanya keberlanjutan pembangunan setiap lima tahun 

sesuai arah kebijakan, strategi dan tahapan setiap lima 

tahunan; 
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b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 
maupun antara Pusat dan Daerah; 

c. Menjamin tercapainya Kabupaten yang mandiri dan 
sejahtera. 

 

 

BAB III 
 

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA PANJANG  DAERAH 
 

Pasal 3 
 

(1) RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 memuat Statistik Daerah 
dan  Gambaran Umum ( Kesejahteraan Masyarakat, Layanan 

Publik dan Daya Saing Daerah), Analisis Isu-Isu strategis 
(Permasalahan dan Isu strategis), Visi dan Misi Daerah, serta 

Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan  serta 
Tahapan Pembangunan Daerah. 
 

(2) RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD setiap lima 

tahun oleh Bupati terpilih. 
 

(3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan sebagai lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB IV 
 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 4 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPD Kabupaten. 

 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

 

BAB V 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 5 

 

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan  Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13) masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Daerah ini. 
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(2) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan 

sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 
 
 

BAB VI 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

 

 

Ditetapkan di  Muaradua 

pada tanggal 30 Maret 2012  
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

 

 

 

       H. MUHTADIN SERA’I 

Diundangkan di Muaradua  

pada tanggal 30 Maret 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

  OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

 
 

             SYAHRIL TAMBAH 
 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 

TAHUN 2012 NOMOR 1 

 

 


